BAB LT
HAK GUNA USAHA

1. Pengertian Hak Guna Usaha

Perlu diketahui, kalau dalam Bab I di jelaskan
pengertian kata demi kata, namun tidak di jelaskan
secaza difinitif terhadap hak guna usaha itu sendiri
Ini dimaksudkan agar dapat difahami secara jelas
bagaimana hak guna usaha Sebagai bagian yang integ -
ral dari hak=hak atas tanah itu secara keseluruhan .
Seperti diketahui bahwa hak guna adalah merupakan
salah satu dari hak-hak atas tanah, sebagal hak baru
yang ditetapkan dalam Undang-undang pokek Agraria .
Pembahasan gelanjutnya akan membuktikan kriteria ini

Pengertian Hak Guna Usaha dirumuskan dalam be-
berapa definitif berikut :
Bahwa hal Guna usaha ad-lah " Hak untuk mengu-
sahakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara
dalam jangka waktu tertentu; guna perusshaan per-
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tanian, perikanan, atau peternakan.'"

Rumusan yang ke dua ; bahwa Hak guna Usaha adalah "
Hak untuk mengusahakan tanah Negara guna perusaha
an pertanian, perikanan, peternakan dan diberikan
untuk jangka waktu 25 - 35 tahun dan kemudian

Ty

dapat diperpanjang lagi dengan waktu 25 tahun".j“

Rumusan yang ketiga, Hak Guna Usaha adalah " Hak un-
tu tuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung o-
leh Ne gara guna perusshaan, pertanian, peternakan ,

atau perikznan, hak ini diberikan untuk jangka waktu
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25 tahun atau kalau untuk perusahaan yang memerlukan -
waktu yang lebih lama dapat diberikan 35 tahun, dengan

kemungkinan diperpanjang 25 tahun ".31

Ketiga definisi diatas terdapat beberapa per
samaan dan perbedaan pada ketiganya sama menyebutkan -
tentang jenis tanah, waktu dan tujuan tertentu. Sedang
pada definisi pertama tentang berapa jangka waktunya ti
dak disebutkan dan terdapat pada definisi yang kedua
dan ketiga, hanya saja pada definisi yang ketiga agalk
terurai dari definisi kedua dengan penambahan beberapa
kata yakni "Kalau untuk perusahaan yang memerlukan wak—
tu yang lebih lama dapat diberikan 35 tahun dengan
kemungkinan diperpanjang 25 tahun ", Sedang definisi -
yang kedua " Diberikan untuk jangka waktu 25-35 tahun,
dan kemudian dapat diperpanjang lagi dengan walktu
tahun",

Namun ketiganya terdapat sedikit kekurangan
tidak disebutkan tentang subyeknya pada hal dalam

tiap transaksi atau perjanjian apa saja harus

Subyeknya, sebagai syarat mutlalk terhadap syahnya
Janjian itu, Demikian pula dalam merumuskan suatu defi-
nisi agar lebih jelas subyeknya., Sementara dalam halk
guna usaha ini hanya dibatasi pada suhyek tertentu -
saja, Sehingga bila diikuti selain rumusan - rumusan
diatas dan ketentuan pasal 28,29, 30 Undang - Undang
pokok agraria ini maka rumusan selengkapnya adalah" Hak
untuk mengusahakan mamfaat atas tanah yang dikuasai'"dan
atau dit kuasakan langsung oleh Negara bagi warga negara
dan atau badan hukum tertentu, areal dan batas walktu
tertentu serta tujuan tertentu",

313ubekt1 R. Tjotro Soedibio, Kamus Hukum,Pradnya
Paramita, Jakarta,1979,hlm, 50




Dengan demikian rumusan ini terdiri dari beberapa
unsar -
1.. t anah yang dikuasai oleh Negara.
1.2.Tujuan tertentu.
1.3.Ditetapkan dan dikuasakan oleh Negara.
1.4.Jangka waktu dan luas tertentu.

1.5.Badan Hukum tertentu.

ad. 1. Dikuasai oleh Negara,
Pengertian tanah yang dikuasai langsung oleh Nega

ra ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Komor 8 thn

1953 dalam penjelasan umum poin tyyakni semua
tanah yang bebas sama sekali dari pada hak se-

orang, baik menurut hukum adat maupun hukum Ra-
rat?? Jelas kalau tanah tersebut merupakan tanah
tak bertuan . Sehingga apabila merupakan peningga
lan penjajah yang diketahui atau memang pada asal
nya bukan milik siapa-siapa, inilah yang disebut
dalam Undang-undang ini dengan tanah negara, seba
g2l t ansh yang dimiliki dan dikuasai langsung o-
leh Negara. Namun bukan berarti Negara mempunyai
hakmilik seperti dalam pengertian , dikuacai oleh
Negara.di atas.

Seperti telah dijelaskan dalam bab II bukan be-
rarti tanah tersebut menjadi milik Negara karena
negara tidak mempunyai hak milik. Dijelaskan da-
lam penjelasan Undang-undang Pokok Agraria II ,
poin 2 " perkataan dikuasai dalam pasal ini bukan
bemarti dimiliki, akan® tetapi adalah pengertian
yang memberikan wewenang kepada Negara sebagai or

G
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organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia ity M.
pada Tingkat yang tertinggi.

Tujuan tertentu dalam definisi di atas cukup je-

las, yakni " untuk usaha-usaha pertanian, peterna
kan dan perkanan . Jadi usaha-usaha lain tidak
diperbalehkan karena termasuk dalam hak-hak lain
seperti ; hak guna bangunan, hak pakai, dan seba-

gainya.

Ditetapkan dan dikuasakan langsung oleh Negara yak
ni tenah tersebut hanya dapat ditetapkan oleh Ne
gara dalam arti " Pemerintah " dikatakan Hak
guna usaha ini terjadinya dengan suatu penetapan
perintah "; Pengertian Pemerintah dalam arti Pre
siden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang
dilimpahkan {épada Menteri Dalam Negeri,kemudian
oleh Menteri Dalam Neged dilimpahkan kepada Para
Gubernur, Bupati/ Wali Kota, Kepala Daerah dan -
Camat , dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wa
ki Pemerintahf&%vrena itu badan hukum non Peme-
rintah manpun Pemerintah yang bukan dalam ja -
lur Birokrat ini tidak dibenarkan.

Sedang tanah Negara dalam pengertian hak guna u-
saha ini dibahas tersendiri dalam paragraf % ten
tang terjadinya Hak Guna Usaha, pengertian tanah
Negara secara luas telah dijelaskan dalam bab II

Jangka waktu tertentu,

Dalam derinisi di atas cukup jelas yaitu 25 thn.
atau 35 tanun dan dapat diperpanjang 25 tahun
berikutnya setelah 25 atau 35 tahun sebelumnya ,

e g 100 Parlindungan, Beberapa masalah dalam

Undang-Undang pokok Agraria, Alumni Bandung, 1987 -

h.4. Dan. Arieeff.S., Op Cid, h. 418-419. (Peratur-
an mentri dalam negeri No 6 th 1972)
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bagi perusahaan yang membutuhkan perpan jangan itu
Sedang luas tertentu ditetapkan batas minimal 5 hek
tar dam luas maksimal 25 hektar. Luas inipun masih
dapatditambah sesuai investasi modal yang léyak -
dan tekn%ﬁ perusahaan yang baik, sesuai perkembang-

L1
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an zaman.

Brlu diketahui, kalau luas 25 hektar di atas

merupakan luas standarisasi bagi luas hak-hak +ta-
nah lainnya bagi hak guna bangunan, hak pakai dll
kecuali bagi tanah-tanah pertanian yang telah di

Jelaskan dalam bab IT.

ad.5.Warga Negara atau Badan Hukum tertentu dibshas da-

lam paragraf 2 berikut ini.

2. Siapa yong mempunyai Hak Guna Usahe

Siapa yang mempunyai hak guna usaha ini ditetap
kan dilam pasal 30 ayzt 1 Undang-undang Pokok Agraria
adalah :

2.1. Warga Negara Indonesia.
wmkum Indone

[

2.2. Batlan Hukum yang didirikan menurut

T

3ia dan berkedudukan di Indonesiz .-

Warga Negara Indonesia adalah warga negara untuk
seluruh wilayah Indonesia dalam wadah kesatuan tanah
air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu seba -
gai bangsa Indonesia dan mempunyai hubungan sepenuh -
nya dengan bumi, air, dan ruang angkasa bagi tiap-ti-
ap individu baik laki-laki maupun perempuan, karenar-
hya warga yang tidakm mempunyai hubungan langsung a-
tau warga Negara Asing, tidak mempunyai hak yang da-
lam Undap-undaeng diklasifikasikan dalam tiga alterna-

T Tbid, h.58-59.( Penjelusan pegel 28 it
it ®
-
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tif yaitu : Warga negara asing yang bertempat, tinggal
atau berdomisili di Indonesiay warga negara Indonesia
yang kehilangan kewarganegaraannya karena percamputan
perkawinan dengan warga negara asing, dan warga negara
Indonesia yang mempunyai kwarganegaraan rangkap sesuai

ketentuan ayat 2 pasal yang sama,

Oleh perlindungan SH, dikatakan "Undang - Undang
pokok Agraria mengandung azaz Nasionalitet artinya
hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan
sepemuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa sehingga
orang asing tidak mempunyai hak atas tanah yang ber
status hak milik, hak guna usah&a dan guna bangunan. De-
mikian pula badan hukum yang didirikan menurut hulcum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia menunjuk kan
bahwa bagi badan hukum asing yaitu badan hukum yang
tidak didirikan menurut hukum Indonesia dan tidak ber
keududikan di Indonessa badan hukum asing, yang mempu-
nyai perwakilan di Indonesia, badan hukum perusahaan
yvang memiliki percampuran medal antara modal dan modal
asing, Kecuali bagi penanaman modal asing dalam usaha
patungan, inipun hak guna usahanya tetap ditangan pe -
serta Indonesia, yang dikatakan sebagai prinsipg Natio -
nalitet., Berdasarkan Kepres No, 23 tahun 1980 tentang
kemamfaatan tanah, hak gana usaha dan hak guna bangunan
untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing
yang telah mendapat izin bekerja di Indonesia dan men -
dirikan suatu badan hukum di Indonesia,seperti PN

Good Yeamr, PT. Hander Sumatra Plantation, dan lain-lain.
37

JBPerlindungan,Pendaftaran dan Konversi Hak -—-hak
atas Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung,1988,hlm,5
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karenanya penanaman modal Asing ini ditetapkan tiga

syamt ‘

2.2.1. Harus usaha patungan.

2.2.2, Hak @Guna Usaha harus dipegang oleh peserta -
Indonesia.

2.2.3. Khusus bagi perusshaan yang telah mendapat i
zin operasionalnya di Indonesiaz dan mendiri-
kan suatu badan hukum, menurut hukum Indone-
sia.

2.2.4. Dan tujuan harus jelas, yakni untuk pembangu
han Nasional secara menyeluruh dan terencana
sesual pasal 56 ayat 2 UUPA junto UU Nomor 1
tahun 1964.

3.Terjadinya Hak Guna Usaha

Terjadinya ilak Guna Usaha ini diatur dalam ke
tentuan-ketentuan konversi. Hak-hak atas tanah yang
dikonversi menjadi hak guna usaha ini berasal dari
macam-macam hak atas tanah, yang pada prinsipnya
dilihat dari sesl subyeknya terdiri dari tiga macam
yaitu ; hak atas tanah individu, badan hukum atau
organisasi, hak ulayat ( persekutuan desa).

Dilihat dari segli obyeknya berasal dari macam
tanah yang sebelum adanya Undang-undang Pokok AgTra-
ria ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, kemudian dihapus dan dikonversi da -
lam UUPA ini secara tersendiri sehingga tanah- ta-
nah tersebut beralih dan atau dialihkan menjadi hak
milik, hak guna bangunan dan guna usaha. Proses -
pengkonversian tiga bentuk hak ini apabila dibukti-
kan dengan pembuktian hak milik maka tanah tersebut
tetap menjadi hak milik jika tidak, maka tanah ter-
sebut tetap menjadi hak . guna bangunan atau
tanah guna usaha. Sehingga dapat dipshami kalau....
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konversi tanah guna usaha dan guna bangunan ini mem
punyal sifat yang sama. Bedanya hanya terletak pada
motif peruntukannya saja. Jika tanah tersebut tanah
untuk bangunan, maka dikonversi menjadi hak guna
bangunan. Dan jika tanah tersebut adazlah tanah per
tanian atau kebun-kebun besar maka dikonversi menja
di hak guna usaha.

Disebutkan dalam penjelasan umum II poin 2 Un-
dang-undang Pokok Agraria " Negara dapat memberikan
tanah kepada seseorang atau badan hukum dengzsn sua-
tu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misal--
nya hak milik, hak guna usaha, hak gunsz bangunan
atau hak hak ;;zui.."ﬁd

Dijelaskan dalam pasal 19 ketentuan pelaksana-
an ayat 1 bahwa " konversi hak-hak agraris eigendom
menjadi hak milik, hak guna bangunan atau hak guna
usaha sebagai yang dimaksud dalam pasal II ketentu-
an-ketentuan konversi Undang-undang Pokok Agraria
yaitu.. disebut dengan nama sebuagai di bawah yang
ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini ; hak
Agraria eigendom ; milik Yayasan, anderbeni, hak
atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sul-
tan lenderijenbezitrech, altijddurende, erpach, hak
usaha atas bekas tanah pertikelir dan hak -hak lain
dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih
lan jut.

Hak-hak lain seperti dijelaskan aturan Penjela
san ketentuan konversi hak-hak lainnya butir ¢ J |,
pasal 22, " konversi hak-hak yang tersebut dalam pa
sal II dan enam - VI ketentuan-ketentuan konversi ..

“CAriiealt, 3.,  0n 088 ) h 45,



Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak
guna usda atau hak pckai, sepanjang tidak diatur
secara khusus dalam pasal-pasal di atas " tersebut
dalam pasal VI yaitu : hak vruchtigebreik, gebruik -
grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, ang-
gaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain
dengan nama apapun juga.?g

Hak-hzk tersebut dalam pasal 2 ayat 1 ketentu-
an konversi di atas berasal dari kepunyaan oran
Asing, warga negara , di samping kewarganegarsan In
donesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan ba-
dan-~badan hukum yang tersebut dalam pasal 21 ayat 2
( lihat halaman sebelumnya ) dikonversi menjadi hak
guna usaha atau hak guna bangunan sesual petun juk
tanahnya. Dan tersebut dalam pasal III ketentuan -
konversi jo pasal 28 ayat 1 UUPA " Hak erpach untuk
perusahzan kebun besar, yakni pertanian, peternakan
perikanan selama sisa waktu tersebut dari hak semu
la paling lama 20 tahun. Dan oleh pemegang concesie
atau sewa Dbagi kebun-kebun besar saat iRi, mulai
berlakunya Undang-undang ini diharuskan menga ju-
kan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri ( Dir-
Jjen Agraria ) ununk dirubah menjadi hak tersebut di
atas. dencan diberi tenggang waktu selama satu ta-
hun. Jika waktu tersebut terlampaul sementara pihak
dimaksud belum/tidak mengajukannya, maka hak terse-
but dinyatakan boleh berlangsung selama sisa waktu
nya " paling lama l%Ta tahun " kemudian berakhir
dengan sendirinya .4Utentunya tanah tersebut..c.ess

(S

9
S BVRS L N 9y B2, 9.

40Tbid ,h.3%3.(Xetentuan konfersi).
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men jasi milik Negara.

Perlu diketahui bahwa hak-hak tersebut dalam
pasal II di atas tersebut dalam pasal 19 pada si-
fatnya adalah " semuanya merupakan Hak Agraris ei-
gendom ", Sedang hak-hak yang termasuk dalam pasal
II bersebut dalam pasal 1 ayat 6 ketentuan-keten-
tuan konversi adalah " termasuk hak hypotik". Dije
laskan dalam bab III pasal 26 pelaksanaan ketentu-
an konversi bahwa hypotik dan hak credietverband -
dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna bangu-
nan dan hak guna usaha.

Bentukaya seperti dijelaskan dalam pasal 14 -
ayat 4 terhadap hak erpact " mengenai peruntukan
tanahnya yaitu untuk memperoleh ketegasan apakah
jika hak erpacht itu tidak dapat dikonversi menja-
di hak milik akan dikonversi menjadi hak guna ba -
ngunan atau hak guna uszha, jika tanah tersebut me
rupakan tanah pertanian, maka tanah itu dikonversi
men jadi hak guna usaha. Dan jika tanah Tersebut me
rupakan tanah perusahaan, dikonversi'mnnjadi hak -
guna bangunan. Demikian jugs hak erpacht untuk pe-
rusahaan kebun besar semenjak berlzi<unys Undang -

undang ini menjadi hak guna uﬁuhu.¢1

Jadi erpacth yang dikonversi ada dua macam :
" Hak erpacht yang yang dikonversi dari tanah- ta-
nah pertanian dan yang dikonversi dari kebun-kebun
besar. Hak Erpacht dari tanah-tanah pertanian ini
terjadinya karena tanah tersebut tidak ada dari
pemiliknya. Suatu ketegasan mengenai haknya " 6
bulan setelah ditetapkan Undang-undang ini, yaitu
terhitung mulai dari tanggal 24 September 1960 pa-
da Kantor pendafteran tanah ( KKPT ). Baik «.....e

Yrde: w7
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ketegasanmengenai status tanah itu manpun ketegasan
mengenai status kewarganegaraan.42 Jika tidak dapat
dibuktikan ataupun didaftar dalam waktu di atas ta-
nah tersebut menjadi hak guna usaha atau hak guna
bangunan. Jika dapat dibuktikan, tanah tersebut men
Jadi hak milik. Sedang hak erpacht pada kebun-kebun
besar terjadi dengan sendirinya yakni langsung di
konversi menjadi hak guna usaha.

Kemudian terdapat-salah satu jenis hak usaha
lagi yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan -
konversi. Hanya ditemui dalam penjelasan UUPA ( N
5 tahun 1960 ) adalsah " Hak ulayat, Dijelaskan " ti
daklan dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ula -
yatnya masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi
pemberian hak guna usaha itu. Sedangkan  pemberian
hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk ke
pentingan yang lebih lnasm,*? Jelasnya hak guna usa
ha yang timbul deri hak ulayzt ini adalah sesuai de
ngan permintaan terhadap masyarakat hulum dalam
wilayah setempat guna memperluas pertanian untuk ke
pentingan ekonomi daerah dimaksud. Sehingga diadakan
pembukaan huton secara besar-bessran, dengan menggan
ti kerugian selayaknyz sesuai ketentuan, Undang- un
dang ( lihat kembali  bab II )

Berangkat dari penjabaran kKomponen ini dilihat
dari segi obyeknys, maka timbulnya hak guna  usaha
itu terdiri dari

18 - : £ S :
*21 bid, h.66, ( Penjelasan Xonversi ).

'? T 1T - o~

4)1 b id, h.44 (Penjelasan Undang-Undeng tentans

peraturan dasar pokok-pokok agraria ).
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1. Tanah-tanah Agraris eigendom ( hak tanah mutlak)
.2. Tanah-tanah hipotik ( hak tanah yang dijadikan

oW

jaminan hutang ).

3.3. Tanah credietver band ( tanah jaminan hutang de
ngan Bank).

%.4. Tanazh - Ulayat ( hak tonah persekutuan desa

3.5, Tanah Erpacht ( hak tanah karena usaha atas ta

nah orang lain )

3

Keempat jenis hak tanah di atas selain tanah u-

layat berasal dari hak tanah yang dihapus dari buk
kedua. Sedeng hak ulayat adalah merupakan hak - baru
yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Undang- un-
dang ini, yang pada zaman Belanda ju strm dihapuse
Dan tanah hipotik dzn credietverband dapat dijadiks
jaminan hutang ( tanggungan, hutang ) yang dijelas-
kan dalam komponeJ tersendiri setelah ini,karena itu

yang perlu dijelaskan secara singkat disini adalah :

<, Hak Agraris Bigendom, yakni tanah orang lain yang

tidak mempunyai hak eigendom atau hak milik menu-
rut hukum Adatu,

Hak ini dijadikan untuk memperkuat hak milik- hak

milik orang Indonesia asli atas tanah yang memung

kinkan mereka menggantikan hak milik atas tanah,
menjadi suatu hak milik adat. Jadi pengcrtian me-

nurut hukum adat ini berarti hak tersebut tunduk

pada hukum adat kemudian disahkan oleh Pengaéilan

Negeri dalam wilayah hukumnya. Hak ini bentuknya,
samz dengan Hak Ulayat yakni tanah persekutuan de

sa, bedanya pada hak ulayat yang boleh dimiliki

hanya oleh persekutuan itu saja dan diatur sepe--

nuhnya oleh aturan-aturan adat setempat.

“yiryono Prodjodikore, Op Cid, h.33.
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Sedang Hak Rgraris Eigendom dapat dimiliki oleh se-
tiap warga Pri bumi atau Indonesia asli yang bukan
dalam desa itu saja ( lihat pengertian ulayat dalaﬁ
bab II ). Demikian pula hak Eigendom itu sendiri
dirumuskan dalam pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, sebagai hak milik yang terkuat dan terpenu-
hi d%;ana pemiliknya dapat menggunakannya secara be-

7

bag, ™.

-, Hak Erpacht dijelaskan dalam pasal 720 Kitab (Un-
dang-undang Hukum Perdata sebagai hak usaha untuk
menikmati sepenuhnya manfaat barang tidak berge -
rak milik orang lain dengan kewajiban akan memba
yar upeti tahunan kepada sipemilik sebagai penga-
kuan akan kemilikannya baik berupa u. ang baik be-
rupa hasil atau pendapatan.do.

Disini yang dimaksud adalah tanah dan semua
yang terikut pada tanah sipengusaha dapat menggu-
nakan secara bebas sepanjan: tidak merusak nilai
tanah itu dan ia wajib memperbaiki kerusakan ta-
nah itu jika waktu kontrak telah habis oleh pengu
saha berhak untux mengembalikan ( mengambil ) se-
gala barang atau bangunan dan tanaman di atas ta-
nah itu. Sipemilik berhak menahannya selama hu-
tang pengusahanya belum dibayar tuntas dan sete -
rusnya.

Namun ketentuan-ketentuan ini telah dihapus

setelah berlakunya Tndang-undang ini.

~, Hak Hipotik, yakni hak atas tanah yang dijadikan
sebagai jaminan hutang sedang kreditverband ada

A5 A b g 2 SR
"“Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang

Undang hukum perdata, h.166.

46
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lah hak atas tanah juga dijadikan sebagai jaminan -
hutang yang berkaitan dengan Bank tertentu.Kedna -
hak ini tidak dihapus karena itu segala ketentuanm-
nya masih tetap berlaku dalam asfek ini  hanya di
jelaskan secara singkat terhadap pengertiannya saja
dalam kaitannya dengan proses pengkonvensiannya ter
hadap ferjadinya hak guna usaha ini sedang pembaha-
san secara mendetaill dijelaskan dalam paragraf tiga
sebagai komponen tersendiri. Perlu diketahui selain
hak Erpacht juga hak hepotik dan kreditverband ini
diciptakan oleh Pemerintah Belanda untuk memperkuat
posisi hak-hak mereka atas tanah disamping hak agra
ris eigendom dan hak ulayat karena itulah menurut-
ketetapan Undang-undang PokoX Agraris akan fterkon -
versi dengan sendirinya tanpa melalui proses pembuk
tian hak sebelumnya saat ditetapkan Undang-undang -

fimas,

Peralihan dan Hak Guna Usaha sebagal Jaminan Hutang

4.1. Peral ihan

palam Ketagori ini dibedakan antara " be
ralih dan di alihkan " tersebut dalam pasal 28
ayat 3 junto pasal 33 Undang-undang Pokok Agra
ria bahwa " Hak Guna Usaha dapat beralih dan
dialihkan. Dan Hak Guna usaha dapat dijadikan

jaminan hutang dengan dibebani hak tangu ngan?7

tjik Saleh
Oleh K.wWwan/? dikatakan " beralih"dimaksud

adalah hak guna usaha dapat diwarisi secara
tanpa wasiat apabila siberhak meninggal dunia
sedang " secara " dialihkan adalah peralihan-
hak atas kehendak si berhak.4®

471r190 . S8 0p Bid, h.18 -20.

48'.U ntjile8alelh,  Opeid, * h.42.
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Dari pengertian beralih cukup jelas men jukkan -
bahwa adalah berpindahnya hak guna usaha ity dengan
sendirinya pada subyek hukum lain dengan gebab kewa-
risan miskipun tanpa persetujuan atau perjanjian se-
belumnya oleh pewarisnya karena harus berjalan menu-
rut hukum kewarisan. Kewarisan dalam pengertian ini
pun tentunya berbeda dengan kewarisan menurut keten-~
tuan hak milik yang dimiliki secara ketat atau turun
menurun, terutama dari segi waktunya yakni sebatas-
waktu yang telah ditetapkan dalam hak guna usaha itu
misalnya Kontrakaya 2% tahun sementara meninggalnya
orang yang berhak itu saat waktu kontrak telah ber-
langsung 10 tahun, maka kewarisannya hanya boleh ber
langsung 15 fahun setelah itu boleh ditambah kembali
sesual kehendak orang yang mewarisi ( 2hli warisnya)
dengan waktu perpanjangan 25 tahun berikutnya.

Setelah itu akan habis dengan sendirinya. Demikian
pula tanah tersebut yang memegangi hak guna usaha-
itu tidak boleh dipecah-pecahkan sesuai jumlah waris
nya baik keluarga maupun badan hukum. Karenanya jika
tanah tersebut 10 hektare dengan jumlah waris 4 arg.

aka tidak bisa dipecah 4 bagian agzr mosing-masing

dapat memperoleh satu bagian dari 4 bagian atas ta-

nah itu. Mereka hanya boleh memperoleh secara  utuh
degan cara salah seorang di antara mereka mmwakili -
~tau mengatasnamakan yang lain.hal ini berdasarkan -
1 7insipnya bahwa hak guna usaha ity merupakan satu
ke vatuan yang utuh kalau dibagi, maka jumlah kesatu
an dari luas itu akan berkurang dari luas Yang telah

ditetapkan menurut Undang-undang.

Berangkat dari kata di alihkan menun jukkan bgh-
wa hak ini dapat "erpindah kepada pihak lain karena
perbuatan sengaja atau diniatkan dan dibenarkan me-
nurut Undang-undang. Berdasarkan suatu perjanjian...
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persetujuan, misalnya jual beli, tukar menukur,ni-
bah dan lain sebagainya.

balam peralihan inipun subyeknya dibatasi se-
suai ketentuan pasal 21 junto 26 Undang-undang ini
( lihat kembali tentang subyek hak guna usaha )IES

Dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penguasaan -

atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang bersi
fat monopoli. Bukan saja usaha-usaha swasta tetapi
Jjuga usaha-ugaha Pemeringah dalam bidang agraria

yang bersifat monopoli. .

Hak Guna [Jsaha Sebagai Jaminan Hutang

Dalam pasal %3 Undang-undang Pokok Agraria
" Hak Guna 1lsaha dapat dijadikan hutang dengan di
bebani hak tanggungan . Sebagaimana dijelaskan di
dalam bap"NIEI Hak tankungan) voda pasal 26 me-

o0

ngenal hak tanggungan terseout dalam pasal 51 Un-
dang-undang Pokok Agraria belum terbentuk, maka -
hak hipotik hanya dapat dibebankan pada hak milik
hak guna bangunan, hak guna usaha yang berasal da-
ri konversi hak eigendom hak opstal aan Erpacht.
Sedang Crdietverband pada hak milik hak guna ba -
ngunan, hak guna usaha yang berasal dari konversi
hak-hak lainsp

0leh Kwantjik Saleh, dikatakan, sebagaimana -
halnya hak milik maka hak guna usaha dan hak guna-
bangunan dapat juga dijadikan jaminan hutang,yakni
hipotik dan hubungan kredit ( creditverbenk )2

Berangkat dari pasal dan bab tanggungan serta
penjelasan Kwantjik Saleh di atas diketzhui kalauw

A

*9Arieoff.3. Op CGid, h. 47 - 48. Penjelasan

Umum II poin & ).

:
501v4d ., h. 20, 78.
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ada dua macam hak atas tanah yang dapat dijadikan--
sebagai tanggungan atau jaminan hutang dalam hak °
guna ussha, yaitu hak hipotik dan kredietbankm.

4.2.1, Hak Hipotik

Telah dijelaskan dalam bab IT dkalau de
ngan adanya Undang-undang ini, maka telah di
nasakh hak-hak atas tanah yang diatur dalam
Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
kecuali " hak Hipotik" yang untuk sementara
ini masih berlaku.

Dirumuskan dalam pasal 1162 xitab Un-
dang-undang Hukum Perdata adalah “suatu hak
kebendaan atas benda-benda tak bergerak, un-
tuk mengambil penggantian d@gi padanya Dbagi
pelunasan suatu perikatan".

Tentunya akan berlaku segala ketentuan
(syarat-syarat ) men:ienai hipotik yang dija-
dikan sebagai tanggungan atau jaminan dari
suatu pergjanjian pinjaman nang.

Sesuai ketentuan pasal 1162 di atas,yak
ni jika uwang pinjaman itu telah dibayar pem-
beri hipotik ( orang yang memberi tanggungan )
maka hak hipotik pada guna usahanya itu akan
kembali dari pemegang hipotik kepada pemberi
hipotik. Selama uwang tersebut belum dikemba-
likan oleh pemberi hipotik,dalam jangka wak-
tu yang dijanjikan itu, maka berlaku ketentu-
an sama dengan gadai yang dalam perdata  di
kenal dengan " pand " atau pand hipotik, di

’25ubelcti, R.Tjitrosudibio, Op Cit, h. 273.
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lihat dari segi tanggungan itu sendiri, tanah terse-

‘but akan berpindah ke tangan orang lain dengan di

Jual lelang sesuai pendapatan nilai tanah itu. Dan

Pinjaman yang dijamin dibayar lebih dahulu dari pada

hutang-hutang lamanya dari si berhutang tersebut.pgal

ini sesuai prinsipnya Sebagai gadai (tanggungan) nNa-
mun tidak berarti hanya terbatas pada gadai dan tang
gungen itu saja, karena pada dasarnya perpindahan da

lam hipotik itu bisa berupa penjualan, penukaran ,

penghibahan dan lain sebagainya.

Walaupun hipotik telah dipindsh milikkan kepada 0~

rang lain namun sifat hipotiknya tetap ada, yakni ;

tidak dapat dibagi-bagi dan tetap melekat pada benda

(batangnya ) segala apa yang bergantung dengan tanah

yang dibebani hipotik itu, misalnya, pangunan, tana-

man, dan lain sebagainya ( pasal 1163 s/d 1165 s

“ehubungan dengan kata pand atau gadai (tang-
gungan ) di atss kemungkinan untuk tidak menimbulkan
kerancuan analogi antara gadai dengan hipotik itu,ma
ka perlu dijelaskan secara singkat beberapa perbeda-
an dalam kedua aspek ini, yaitu :

-, Gadai hanya {liperuntukkan kepada barang - barang
yang bergerak. Sedang hipotik kepada barang - ba-
rang yang tidak bergerak.

-, Gadai hapus, jika barang gadai telah berpindah ke
Tangan orang lain. Sementara hipotik sifat hipo -
tiknya tetap ada sebagai beban di atas benda yang
dijadikan tanggungan, meskipun telah berpindah ke
tangan orang lain.

-, Gadal harus disertai penyerahan barang yang dija-
dikan tanggungan. Sedang hipotik barang masih te-
tap ditangan pemberi hipotik, kecuali barang.....
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tersebut dipindah milikl«:an.53

Persebut dalam pasal 1166 Kitab Undang-undang -
Hukum Perdata bahwa " bagian yang tidak térbagi da -
lam suatu benda tidak bergerak yang menjadi tanggu -
ngan ( kepunyaan ) beberapa orang bo;§umﬂ—nnmn de-
ngan dapat dibebani dengan hipotik (i Sehingga akan
menimbulkan pertanyaan, bagaimanzakah Jika tanah yang
dibebani hipotik itu kepunyaan bersama dalam kewari-
san atau persero atau badan-badan hukum tertentu.

Dalam katagori ini ada 2 pendapat :
Pendap=t pertama oleh Asser 3cholten dan Seiling.Dan

pendapat kedua oleh Mayers.

Pendapat Pertama : terdapat dua prinsip ; yang

pertama mengengcap pemilikan bersama itu bersifat
merdeka atau tidak mengikat, baik ahli waris bersama
sama atau suami istri bersama karena percampuran har
ta dalam perkawinan. Ataupun pada Pesero mempunyai -
kebebasan penuh untuk membebani sebagiannya pada se-
bidang tanah separoh atau sepertiganya.
Hipotik tetap membebzni sepertiga atau separoh dari
sebidang tanah. Da kedua menganggap pemilikan bersa-
ma itu bersifat mengikat. Dengan mendasari pasal
1082 BW ". Seorang ahli waris setelah warisan dibagi
diantara para ahli waris dianggap se jak semula,hanya
mempunyai bagian tertentu yang kemudian menerimanya-
pada waktu pembagian itu.

53Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, h.83.
dan, Wiryono, Op Cid, h. 75.

=
“rsubekti, R.Tjitrosudibio, Loc Cit .
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Sedangkan oleh Mayers menganggap pemilikan ber
sama bersifat merdeka atau tidak mengikat. Jadi ma-
sing-masing berhak untuk membebani sebagian tanah
nya bagi ahli waris bersama-sama ateu suami - istri
bersama-sama atau perseroan atas tanah-tanah yang
dibebani hipotik itu. '

Jadli pada prinsipnya terbagi dua yaitu i Penda
pat pertama bersifat bebas, untuk membebani hutang
atas sebagian hak hipotikanya dan tidak terikat de-
ngan harta pokok atau pokok ha¥rta bagi pemilik ber-
sama, suami istri atau perseroan itu. Dan kedua ber
sifat mengikat, secsuai pokok harta, jika pokok har-
ta adalah separoh ‘atau sepertiga maka pembebanan hi
potik hamya terbatas separoch atau sepertiga itu sa-
Jja.

Apabila dikaitkan dengan sifat tanah yang dibe
bani hipotik untuk hak gunaz usaha karena tidak bisa
dipecahkan, maka disini dapat dipahami kalau untuk
ahli waris jika hanyc seorang yang membebani hutang
atas hak hipotik itu tentunya harus pula dibebani -
secara utuh. Jika tanah tersebut kelak dijual gadai
karena hutang itu, maka sebagian atau keseluruhan -
haknya dalam hipotik itu menjadi hapus sesuai jum-
lah hutangnya, sementara hak yang lain masih tetap
ada. Jika milik bersama karena sebab perkawinan atau
perseroan, tentunya yang berpindah hanyalah hak dari
pihak yang berhutang itu saja. Sehingga orang yang
berhutang sebagai relasi baru dalam pesero itu seca
ra bersama-sama. Jika hutang menghabiskan pendapat; -
tan peseronya.

55Wiryono, OpCits h. '79.



Berdasarkan ketentuan pasal 1168 bahwa " hipo-
tik hanyadapat dibebankan oleh seorang yang berhak
mengasingkan barang-barang yang dibebani itu. Dan pa
sal1178, semua perjanjian yang menetapkan, bahwa o-
rang yang menghutangkan akan dapat memiliki benda
tanggungan adalah batal. Dan pasal 1210 ayat 1 apabi
la tanah yang dibebani hipoetik itu dijual baik oleh
pemegang hipotik untuk memenuni piutangnyajmaupun 0=
leh pemilik tanah, maka sipembeli dapat meminta su-
paya meskipun hutangnya yang dijamin hipotik  lebih
banyak dari pada uang harga penjualan. Hipotiknya -
toh dilenyapkan. Dan pasal 1210 ayaf 2 ini memboleh-
kan pada pemegang hipotik pertama untuk membuat per-
Jjanjian, kalau tanah dijual hipotik untuk sisa hu -
tang tidak akan hilang. )

Dari pasal 1210 ini menun jukkan, jika hutangnya
lebih kecil dari harga penjualan, hak hipotikmnya pun
tetap hapus, Jika hutangnya lebih besar dari pendapa
tan penjualan tanggungan sisa hutangnya dilwar tang-
gungan hipotik,akan tetapi membolehkan dibuat perjan
Jian yang terikaet dengan hak hipotik itu untuk melu-
nasi sisa hutangnya. Berdacarkan pasal 496 Reglemen-
Burgerlijk Recht Wrdering ( Peraturan Acara Perdata
untuk raad van yustitie dulu )"... melelang juga ta-
nah siberhutang yang tidak dibebani hipotik"?7

Apabila orang yang berpiutang terdiri dari bebe
rapa orang sebagal pemegang hipotik. Berdasarkan pa-
sal 1178 ayat 2 : pemegang hipotik tingkat pertama
ituleh diberikan untuk menjual lelang tanahnya tanpa
perantaraan hakim. Pasal inipun sekaligus menun jukan
bahwa yang berhak menjual lelang atas tanah itu....

56Subekti, RiTjitrosndibio, Op Gift, h. 275 -

283. 4
Sz','."iryono, OpBait, i, B6,
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Selain pihak pemegang hipotik juga oleh Hakim se-
telah melalui proses pengadilan Negeri dan dapat
diberi atau kuasa oleh Hakim untuk menjual +tanah
yang dibebani hipotik itu.

Jika dihubungkan dengan pasal 496 Reglemen

di atas, apabila hutang pemegang hipotik pertama-
dapat/telah menghabiskan hak hipotik dari orang
berhutang, maka hak hipotik dari pemegang hipotik
tingkat ke dua dan seterusnya dapat menuntut pem
bayaran diluar tanggungan hipotiknya. Berdasarkan
pasal 1212 BW diharuskan meminta kepada Hakim
supaya diadakan peraturan pembagian uang hasil
pendapatan lelang di antara para berpititang.

Secara akontraria pasal inipun berlaku apabi
la yang herhutang adalah para pesero bersama-sama
terhadap seorang atau beberapa orang dari orang
yeung berpiutang ( orang yang mengutangkan ) Sela-
in ketentuan pasal-pasal sebelumnya dalam penjaba
ran hipotik ini, yakni dilunasi tanggungan masing
masing.

Perlu diketahui bahwa hipotik yang dibebani-
tanggungan hutang dalam hak guna uszha ini hanya
terbatas pada penjualan lelang saja dan tidak ber
laku sebagaimana dalam lapangan jual beli umum-
nya. Sesuai dengan prinsip hzk guna usaha yang ti
dak bisa dimiliki seseorang atau badan hukum seca
ra kekal kecuali badan-badan hukum yang di beri
hak milik saja. Lihat kembali bab II tentang ba -
dan-badan hukum yang dapat diberi hak milik.

4.2.2.Credietverband.
Credietverband ini diatur dalam staad blad :
- 1908 - 542 junto 1909 - 586 dikatakan credietver-
band ini memungkinkan mempertanggungkan sebidang-
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tanah secara mengikat untuk suatu pinjaman uang. Te
tapi hanya kalau yang meminjamkan uang adalah Bank
bank tertentu yang ditunjuli oleh Pemerintah yaitu:
sampal sekarang Bank Rakyat Indonesia dan Bank In-
dustri Negara, yang dilebur dari Bank Koperasi Tani
dan Nelayan untuk BRI, dan Bank Industri Negara da-
ri Bank Pembangunan Indonu31a.)u

Terlihat, kalau crdietverband adalah berupa -
hak atas scbidang tanah yang dijadikan Sebagai tang
gungan hutang atas sejumlah usng dari Bank-bank ter
tentu sebagai kreditur oleh seorang debitur. Bank-
bank dimaksud eukup jelas di atas yaitu BRI dan BIN

Bentuknya hampir serupa dengan hipotik s hanya
saja selama utang belum dibayar oleh pihak debitur-
( orang yang berutong ) tanah tersebut dapat diman-
faatkan ¥erus oleh pihak kreditur ( yang berpiutang)
Sedang pada hipotik tanzhnya masih dalam kekuasaan
atau mesih dapat dimanfaatkan oleh pihak dibitur ‘.
karena itu pada hipotik masih ada kemungkinan diju-
al, ditukar,/dan lain sebagainya kepada pihak lain-
selain pemegsng hipotik atas tanah itu. Dan hipotik
pada pihak kreditur diluar bank, sehingga kreditur-
nya bisa lebih dari satu.

Ketentuan syarat-syaratnya pun sama dengan hi-
potik seperti telah dijelaskan di atas dalam Kxompo-
nen hipotik, karena itu prinsip gadaipun tetap ada
pada creéietverband ini, disamping credietverband -
itu sendiri. dehingga pada waktunya jika debitur be
lum melunasi hutangnya tanah tersebut akan di sita
oleh Bank untuk dijual lelang, maka sipemilik masih
tetap mempunyai hak untuk mempertahankan hak gadai
hya di depan Hakim,

58% Vziotn oYL 05 0 kg P ¥ T o IRy T
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Selanjutnya oleh Wiryono dikatakan, untuk ke |
pastian hukum situkang lelang harus memberitahu -
kan Hek gadai disamping credietverband itu Kepa-
da orang yang ingin membeli tanah itu dalam lela
ngan, karena itu apabila tanah tersebut disita gu
na credietverband sipemegsng gadai dapat melawan
penyitaan itu supaya oleh Hakim dinyatakan dengan

resmi adanya hak gadai atas tanah yang disita itd

Kedua-duanya baik hipotik maupun credietverband -
berhubungan dengan sebidang tanah sebagai tanggu-
ngan hutang bersifat gadai walaupun bentuknya se-
dikit berbeda. Pada prinsipnya dalam perdata, ba-
thal tidaknya tergantung pada pemenuhan/ peluna -
san terhadap tanggungan itu.

Hleh Marthalina Pohan dikatakan, perbuatan hu
kum yang bersifat hukum kebendaan yang tidak ber-
gerak, pemindahan atau penyerahan, pembebsnan sua
tu hipotik dan sebagainya tunduk pada syarat spe
sialis yakni keabsahan dari suatu perbuatan hukum
bergantung pada pemenuhan yang ditentukan secara
individual atas benda yang ada hubungannya dengan
perbuatan itu.

Hapusnya Hak Guna Usaha

Disebutkan dalam pasal 34 Undzng-undang Pokok
Agraria bahwa hapusnya Hak Guna Usaha itu karena -
5.1. Jangka waktunya berakhir.

5.2. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir
5.3. Dilepaskan oleh pemegang haknya...

s s

60, A :
Martalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda,

Unifersitas Airlangga, Surabaya, 1980, h. 60.
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5.4. Dicabut untuk kepentingan umum.
5.5, Ditexlantarnkan,

5'67 Tanahnya musnah. 6
5.7. Ketentuan dalam pasal 36 ayat 2w,

Jangka waktu berakhir dimaksud adalah berakhir-
nya waktu sesuoi waktu kontrak yang dibuat sebelum -
nya. Andaikata waktu kontrak yang diminta oleh pe -
ngusaha adalah 15 tahun untuk perusahasn pertanian,
peternakan atau perikanan, maka waktu lima belas ta-
hun itulah yang dimaksud, karena ketentuan batas 25
atau 35 tahun kemudian ditambah untuk 25 tahun beri-
kutnya sebagai batas waktu maksimal. Jad
tu malksinagl seluruhnye 60 tahun. Apabila yang dimin
ta adalah 2% atau 35 tahun, itulah permintaan batas
maksimalnya, Apabila tidak ditambah perpanjengan wak
tu dengan 25 tahun oerikutaya, maka setelah be
rakhirnya waktu 25 tahun itu, menurut ketentuan Un -
dang-undang berakhir dengan sendirinya demi hukum.

i batas

Oleh Pparlindungsn SH, dikatakan, Undang-undan
hanya menetapkan batas waktu'terpanjong dalam hak-
guna usaha hanya 60 tahun itu saja setelah itu menu
rut Undang-undangz tidak bisa dip-rpanjsng l-‘;‘!.gi.gc

Diberhentikan sebelum Jangka waktu berakhir da-
lam poin 5.2 di atas bukan berarti berakhir dengan
sendirinya sebagaimana ditentukan dalam poin 5.1.di
atas, melamnkan dimaksudkan adalah karena sebab sya-
pat yakni tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetap-
kan dalam pasal'gg UUPA . ini berupa : " warga Nega
ra Indonesia asli dan badan Hukum Indonesia". Dengan
sendirinya apabila hak guna usaha ini sebelumnya ke-

®1prieefs.S , Op Cit , h. 23.

62 : ;
Parlindungan, Serbae Serbi Hukum Agraria ,
Alumni, Bandung, 1984, h.58.
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kepunyaan warga negara asing; termasuk warga nega-
ra keturunan asing, warga negara yang kehilangan ke
warganegarzannya karena percampuran perkawinan, atau
kKewarganegaraan rangkap, begitu pula pbagi badan- ba-
dan hukum a2sing saat mulai di undangkanya undang -un
dang ini, akan berakhir dengan sendirinya demi hukum
karena tidak memenuhi syarat di atas. Dan diberi kan
vaktu selama 1 tshun sesuai ketentuan ayat 2 pasal
ini junto pasal 21 ayat 2 dan 3 ketentuan pelaksana-
an konversi pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang ini.

Dilepaskan dalam pengertian poin 5.3. di atas
bukan karena ketetapan Undang-undang, melainkan ka-
rena catu sebab atas kemauan atau kehendak pemegang-
hak guna usaha itu mungkin karena dijual digadai kan
atau dibebani dengan tanggungan hipotik dan atau cre
ditverband. Maka dengan sendirinya akan hapus sebe -~
lum beralkhirnya jangka waktu dalam hak guna usahanya
itu, seperti yans telah dijelaskan dalam poin perta-
ma di atas. Dan berlaku ketentuan sebagaimana keten-
tuan pada hipotik dan creditverband sebelumnya.Dalam
hal perjanjian hipotik misalnya oleh Subekti dika-
takan tentang hak-hak yang menurut Undang-undang bol
leh diperjanjikan dalam suatu perjanjian hipotik an-
tara lain salah satunya adalah pembatasan hak milik
persil untuk menyewakan persilnya misalnya ia tidak
boleh menyewakannya dalam waktu 5 tahun, ini disebut
perjanjian Khusus yang dinamakan Imurbeding. Dan me-
nurut pasal 1185 BW ia mempunyail kekuatan hukum se-
bagai suatu kebendaan. E

638ubekti, Pokok-Polkok Hukum Perdata,h. 85.
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Dengan sendirinya dilepas dalam pengertian ini
adalah sesuai per janjian/perikatan dengan pihak keti-
ga. dengan waktu yang sesuai dengan perjanjian itu apa
bila dalam bentuk perjanjian kontrak jika dalam ben -
tuk hibah tentu saat terjanji menyerahkan atas benda
itu dan lain sebagainya.

Dicabut untuk kepentingan umum dalam 5.4. diatas
tersebutl dalam pasal 18" untuk kKepentingan umum ter-
masuk kepentingan bungsa dan negara serta Kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut
dengan menganti kerugian yang layak!, Dan pasal 19
ayat 2 Undang-undang ini " Pemerintah menceg adanya
usaha-usaha dalam lapongan agararia dari organisasi -
organisasi dan perorangan yang bersifat monopoli swas
ta..., dijelaskan dalam pen je lasan umum Undang-undang
ini, II poin 6 Pemerintah berkewajiban untuk mencegah
adanya orzanisasi dan usaha-usaha perorangan dalam
lapangan agraria yang bersifat monopali, bukan saja
bukan saja uszha swasta tetapi juga usaha-ussha Peme-~
rintah yang bersifat monopoli harus dicega Jangan
Sampal merugikan rakyat banyak .64

Cukup jelas kalau maksud di eabut untuk kepenti-
ngan umum dalan pengertian ini adalah karena sebab da
ri usaha-usagha monopoli baik usaha individu, organisa
si maupun badan-badan hukum swasta ataupun pemerintah
oleh karena itu usaha-usaha ini semata-mata hanya me-
rugikan kepentingan umum yakni kepentingan seluruh ma-
syarakat dan bangsa Indonesia.

Diterlantarkan dalam pengertian peineb. 5. =d1 atas
berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-undang ini bahwa

64Arieeff.s, OpiBit,. h.40;5 13, 48:
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-memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya ser-

ta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap- tiap
orang, badan-badan hukum atau instansi yang mempunyai
hubungan dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak
yang ekonomi lemah. Dan dijelaskan dalam ketentuan -
penjelasan umum II poin 4 junto pasal 15 penjelasan-
pasal-pasal wyakni penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifat-sifatnya yaitu tanan wa jib
dipelihars menurut gara-caré yang lazim dikerjakan -
di daerah yang bersangkutan, sesual dengan pe tunjuk
petunjuk dari Jawatan yang bers:ngkutan.55

Secara akontraria ( mafhum mukhalafa ) menunjuk
kanbahwa hak guna usaha hapus karena diterlantarkan
dibiarkan begitu saja tidak dikelola atau adalah se-
bagai tanah terscbut tidak dipelihara atau tidak di
gunakan menurut sifat-sifatnya dari tatalaksana bia-
sa  enurut Keadaan dan petun juk-petunijuk oleh jawa-
tan agraria dalam wilayah dimana tanah itu  berada-
sehingga akibatnya tanah tersebut rusak atau kehila-
ngan potensinya guna pengelolaan pertanian dan seba-
gainya.

Mengzenai tanahnya musnah dalam poin 5.6. diatas
tidak ada penjelasan khusus dalan Undang-undang ini
karena itu pada prinsipnya tetap menéasari ketentuan
ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Oleh Setiawan SH, dalam bukunya dikatakan, me-
ngenai musnahnya benda dalam persetujuan timbal ba-
lik, Undang-undang tidak mengatur secara umum akan
tetapi di atur dalam berbagai Undang-undang secara
kKhusus misalnya dalam persetujuan tukar menukar, jika
bendanya musnah karena keadaan memaksa ( overmach )

65
T<b TRaRs S hamlia . 5. ) 5y



58

persetujuannya menjadi gugur, dengan mendasari pasal;
1553 , jika selama waktu sewa barang yang disewakan -
misnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak di
sengaja, maka persetujuan sewa-menyewa gugur demi hu
kum. Jika sebagian sajs yang musnah sipenyewa dapat
memilih menurut keadaan apakah ia meminta Pengurangan
harga sewaatau membatalkan persetujuan sewanya dan -
berhak meminta ganti rugi salah satu dari kedua keada

"}

an tersehut.oo

Cukup jelss k-lau hapusnya hak guna usaha dalam
persi ini adalazh hapus dengan sendirinya demi hukum
karena suatu kejadian memaksa, ( overmach ) yakni di
luar kesengajaan atau kehendak karena ke jadian alam
misalnya karena banjir, gempa deon scbagainya, Namun
demikian Undang-undang tetap menghendaki ganti Dugi

bagi pemegang hak itu.

3 . Kemudian pada ketentuan terakhir poin 5.7
yalkni tidak sesuai ketentuan pasal 30 ayat 3 yakni
bukan warga. Indonesia atau karena pemegang hak gu-

na usaha itu adalah warga negara asing atau badan -
badan hukum asing. Pengertian asing di sini cukup je-
las dalam poin 5.2. 4i atas. sebenarnya ketentuan te
rakhir ini tidak ada karena justru yang dituju dalam
kata tidak memenuhi syarat dalam peins2 di abag * ada
lah pasal 30 Undang-undang ini. Sehingga disini pen-
Jabaran terlihat berulang yang semestinya tidak perlu

6Setiawzn, Ouelaib s 22



